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Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada SMK-SMAK Bogor untuk laporan
keuangan periode tahun anggaran 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung
penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi literatur, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada SMK-SMAK Bogor secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan
akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: akuntansi, aset tetap, neraca

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara wajib ditingkatkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan.
Penetapan Undang-Undang (UU) nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah
satu upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas aparatur negara dengan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Peningkatan akuntabilitas aparatur dalam pengelolaan asset
negara sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya
terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban ikut berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik
sebagai bagian dari masyarakat dunia. Konsekuensi dari hal ini adalah Pemerintah Pusat/Daerah wajib
menyampaikan informasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel kepada pihak internal maupun pihak
eksternal. Salah satu informasi yang yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan
dana atau keuangan pada organisasi pemerintah yang disajikan dalam Laporan keuangan. Laporan
Keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor
dan menilai efisiensi kinerja manajer publik dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya organisasi. Laporan keuangan juga memberikan jaminan kepada para
pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan
setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan
evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Pedoman tersebut mampu meningkatkan
kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya good governance.

Salah satu elemen di dalam laporan keuangan adalah aset yang terdapat pada neraca keuangan. Aset
terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Perlakuan akuntansi atas aset tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam lampirannya yakni Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07).

KERANGKA TEORI

Pengertian Akuntansi

Menurut Sunarno Sastroatmodjo dan Eddy Purnairawan (2021:1) Akuntansi dalam prrinsipnya
merupakan suatu proses yang mencakup pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi
keuangan yang dilakukan oleh akuntan secara sestematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan
keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari
anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.
Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit
pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan
lembaga-lembaga pendidikan.
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Pengertian Aset Tetap

Aset Tetap merupakan salah satu aset yang dimiliki Perusahaan dan mempunyai manfaat, serta pengaruh
yang cukup besar terhadap aktivitas dan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Aset tetap
atau aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diperuntukkan atau dipergunakan demi
kepentingan operasional perusahaan atau dengan kata lain aktiva tersebut tidak dimaksudkan untuk
diperjualbelikan

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap dalam PSAP No. 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan
umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam
bangunan.

Pengakuan Aset Tetap
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 15-19 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa aset tetap diakui
pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
Berwujud;
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

arON =

Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada
saat perolehan”.

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan
dalam neraca. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar.

Pertukaran Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 42) aset tetap dapat diperoleh
melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilaiwajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang
dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Pengukuran berikutnya

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap
yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, maka
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas
tersebut diantaranya perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses
konstruksi.

Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang
Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) dan Pengungkapan

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 59) : Penilaian kembali atau
revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut
penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjuthnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi
pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-
masing jenis aset tetap.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 77-79 PP No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa suatu aset tetap
dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
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Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim (2014:309), “selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai
penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk
meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) dan Pengungkapan

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 80) : Penilaian kembali atau
revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut
penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi
pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-
masing jenis aset tetap.

Perlakuan Aset Tetap

1. Pengakuan, menurut standar akuntansi pemerintahan menurut SAP BA Pernyataan No. 7 untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria, berwujud dan: mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Pengukuran dan penilaian awal, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 aset tetap dinilai dengan biaya
perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya SAP BA Pernyataan No. 7
juga menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

3. Pertukaran aset, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran
atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu
diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas
setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

4. Pengukuran berikutnya, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 aset tetap disajikan berdasarkan biaya
perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal
apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.

5. Penyusutan menurut standar akuntansi pemerintahan SAP BA Pernyataan No. 7 adalah alokasi yang
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

6. Penilaian kembali (revaluation), menurut standar akuntansi pemerintahan SAP BA Pernyataan No. 7
menyatakan bahwa Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan
karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya
mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan; Laporan keuangan harus mengungkapkan
untuk masing- masing jenis aset tetap.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu
pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini, seperti bukti transaksi, jurnal, hingga laporan
keuangan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor serta dokumen lainnya.
Penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini yaitu
sebagai berikut:
1. Metode Studi Kepustakaan
Adalah metode dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku sumber dan literatur, majalah, artikel
di internet, undang-undang untuk digunakan sebagai landasan teori. Pengertian dan konsep untuk
meningkatkan pemahaman terhadap obyek yang diteliti
2. Metode Observasi
Adalah metode pengumpulan data dengan mengambil secara langsung kegiatan instansi pemerintahan
yang akan diteliti.

Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diteliti merupakan data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang
telah dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan oleh periset itu sendiri untuk tujuan yang lain, artinya data yang
diperoleh oleh pihak kedua. Data ini dapat diperoleh dari beberapa referensi seperti dokumentasi, arsip dan
data lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
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Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik non probability sampling dengan cara pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiono (2017: 144) purposive sampling adalah teknik
penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sempel mana yang paling
bermanfaat. Adapun sampel yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah data aset tetap tahun 2021,
yang tercantum dalam laporan keuangan, laporan aset tetap dan Catatan atas laporan keuangan (CalLK)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam mempermudah proses pencatatan Aset Tetapnya, SMK-SMAK Bogor mengklasifikasikan aktiva
tetapnya kedalam 6 kategori: Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan. Jika melihat data
tersebut untuk klasifikasi aset tetap di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan
klasifikasi yang terdapat pada PSAP BA No. 7 Paragraf 7.

Pengakuan
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 15 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa, Aset tetap diakui
pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
Berwujud;
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

agrON =

Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Pengukuran aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dimana harga perolehan merupakan semua
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, mulai dari biaya pembelian, semua biaya-
biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap beroperasi. Berdasarkan pengukuran aset tetap yang
terdapat pada PSAP BA No. 7 Paragraf 20 PP No. 71 Tahun 2010, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 23) aset tetap dinilai dengan
biaya perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan
dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Hasil analisa yang diperoleh yaitu Penilaian Awal Aset
Tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan pernyataan tersebut, dimana
aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

Pertukaran Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 43) aset tetap dapat diperoleh
melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilaiwajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset
yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Hasil
analisa yang diperoleh yaitu belum pernah terjadi Pertukaran Aset Tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-
SMAK Bogor, apabila terjadi penilaiannya tetap mengacu pada PSAP 07.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Aset Tetap
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset
tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Apabila terjadi kondisi dimana memungkinkan untuk penilaian
kembali,maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun
ekuitas.
1. Penyusutan
Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai pengurang nilai yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional (PSAP, 2010).
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan Aset
Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau
usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Informasi
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penyusutan meliputi:

a. Nilai penyusutan

b. Metode penyusutan yang digunakan

c. Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 54 PP No. 71 Tahun 2010, nilai penyusutan diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional, dalam
hal ini disebut akumulasi penyusutan dan beban penyusutan.

2. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Berdasarkan PSAP BA No. 07 Paragraf 59 PP No. 71 Tahun 2010, Penilaian kembali atau revaluasi aset
tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian
aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin
dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Pada Tahun 2017 dan 2018
Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan
terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga
sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan
revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan
2018.

Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka revaluasi aset, BPK
berpendapat bahwa pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil revaluasi Tahun 2017-2018 beserta
perbaikannya pada Audited Tahun 2019. Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan
baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi
dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan
Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka
selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

3. Penghentian dan Pelepasan

Berdasarkan PSAP BA No. 07 Paragraf 77-79 PP No. 71 Tahun 2010, suatu aset tetap dieliminasi dari
neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR),
atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap
yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari
entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Hasil analisa
yang diperoleh pengelolaan Penghentian dan Pelepasan aset tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-
SMAK Bogor tetap mengacu pada PSAP 07.

Pengungkapan aset tetap
Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah
mengungkapkan hal-hal menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP BA No. 7 Paragraf 80 PP No. 71 Tahun
2010 sebagai berikut:
1. Tanah
Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan, Tanah disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada
saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis Tanah yang menunjukan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi tanah lainnya. Berdasarkan hasil review atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2021 Pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dalam pelaksanaan telah
mencantumkan:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi tanah lainnya.
2. Peralatan dan Mesin
Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peralatan dan Mesin disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian
Peralatan dan Mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Peralatan
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dan Mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus
diungkapkan pula:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukan:
Penambahan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan Mutasi lainnya.
c. Informasi penyusutan meliputi:
1) Nilai penyusutan
2) Metode penyusutan yang digunakan
3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
Sementara berdasarkan reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah Menengah
Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan Peralatan dan Mesin telah mencantumkan:
a. Dasar penilaian yang digunakan.
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan Peralatan dan Mesin di Sekolah Menengah Kejuruan-
SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dan terdapat penyusutan.
. Gedung dan Bangunan
Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan, Gedung dan Bangunan disajikan di neraca biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan
Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus
diungkapkan pula:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
c. Informasi penyusutan meliputi:
1) Nilai penyusutan
2) Metode penyusutan yang digunakan
3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
Sementara berdasarkan reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah Menengah
Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan Gedung dan Bangunan telah mencantumkan:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Gedung dan Bangunan di Sekolah Menengah
Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 namun terdapat penyusutan.
. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian
Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan,
Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan
Keuangan harus diungkapkan pula:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
c. Informasi penyusutan meliputi:
1) Nilai penyusutan
2) Metode penyusutan yang digunakan
3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
Sementara, berdasarkan reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah
Menengah Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan telah
mencantumkan:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Sekolah Menengah
Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dan terdapat tentang penyusutan.
. Aset Tetap Lainnya
Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan, aset tetap lainnya disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
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lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap lainnya
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus
diungkapkan pula:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
c. Informasi penyusutan meliputi:
1) Nilai penyusutan
2) Metode penyusutan yang digunakan
3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
Sementara berdasarkan reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Pada Sekolah Menengah
Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan aset tetap lainnya telah mencantumkan:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Aset Tetap Lainnya di Sekolah Menengah Kejuruan-
SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dan terdapat tentang penyusutan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan, Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di neraca sebesar sebesar biaya perolehan. Apabila
penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan
Keuangan harus diungkapkan pula:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
c. Informasi penyusutan meliputi:
1) Nilai penyusutan
2) Metode penyusutan yang digunakan
3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
Sementara berdasarkan reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Pada Sekolah Menengah
Kejuruan-Bogor pelaksanaan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan lainnya telah mencantumkan:
a. Dasar penilaian yang digunakan
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan:
Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
Pada Tahun 2021 yang berakhir 31 Desember 2021 tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan
terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan di Sekolah Menengah
Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Sekolah Menengah

Kejuruan-SMAK Bogor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Akuntansi aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sebagian besar telah sesuai dengan

standar yang berlaku, dengan berdasarkan pada indikator pengukuran sebagai berikut:

a. Pengakuan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07
PP No. 71 Tahun 2010,

b. Pengukuran aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07
PP No. 71 Tahun 2010;

c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai
dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010;

d. Penyusutan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07
PP No. 71 Tahun 2010;

e. Penghentian serta pelepasan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai
dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010; dan

f. Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan Sekolah Menengah
Kejuruan-SMAK Bogor sudah lengkap. Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah
mencantumkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap.
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Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan-

SMAK Bogor antara lain sebagai berikut:

1. Guna menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar, Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor
harus menganalisis transaksi dengan benar pula. Hal ini mengingat proses awal dari penyusunan laporan
keuangan adalah menganalisis dan menjurnal (mencatat) transaksi. Agar analisis transaksi yang dilakukan
benar, maka sangat diperlukan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan yang diperlukan dari setiap akun.

2. Dalam hal pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK
Bogor harus mengungkapkan informasi tentang pos-pos laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih
baik, atas informasi keuangan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani BMN (Barang Milik Negara),
sehingga pengelolaan dan penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) pada Sekolah Menengah Kejuruan-
SMAK Bogor dapat berjalan dengan baik, melalui pengikutsertaan staf di bidang penatausahaan aset tetap
dalam diklat berkenaan dari lembaga berwenang.

4. Data transaksi BMN (Barang Milik Negara) harus disampaikan setiap akhir bulan oleh satker untuk
penyusunan neraca dan penyampaian laporan harus tepat waktu.

5. Untuk waktu yang akan datang, diharapkan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor membuat prosedur
verifikasi dan rekonsiliasi internal.

6. Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dapat meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) supaya kegiatan inventarisasi dan revaluasi aset tetap dapat segera
dilaksanakan.

7. Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dapat meningkatkan koordinasi dengan Biro Keuangan
Kementerian Perindustrian supaya kegiatan penghapusan aset tetap dapat segera dilaksanakan.
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